
BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAI I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 1 9  TA H U N  2021

TENTANG
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,
Menimbang :  b a h w a  u n t u k  melaksanakan ke ten tuan  Pasa l  1 5 6  a y a t  ( 1 )

Undang-Undang Nomor 28  Ta h u n  2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor  11  Ta h u n  2 0 2 0  tentang C ip ta  Kerja,  p e r l u
menetapkan Peraturan Daerah tentang Retr ibusi  Persetujuan
Bangunan Gedung;

Mengingat :  1 .Undang-Undang Nomor 51 Tahun  1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai
Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 179,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia
Nomor 3900) sebagaimana te lah d iubah d a n  disempurnakan
dengan Undang-Undang N o m o r  1 1  Ta h u n  2 0 0 0  t e n t a n g
Perubahan Undang-Undang Nomor  5 1  Ta h u n  1 9 9 9  ten tang
Pembentukan Kabupa ten  B u o l ,  Kabupa ten  M o r o w a l i  d a n
Kabupaten Banggai  Kepu lauan Lembaran Negara Repub l i k
Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retr ibusi  Daerah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor  5049)  sebagaimana t e l ah  d i u b a h  dengan
Undang-Undang Nomor 11  Ta h u n  2020  tentang Cip ta  Ker ja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tarnbahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
dengan Undang-Undang Nomor 11 Ta h u n  2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor  2 8  Ta h u n  2 0 0 2  ten tang  Bangunan
gedung (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Ta h u n  2 0 2 1
Nomor 26 ,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Nomor 6628);
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Dcngan Persctujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MOROWALI
dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  PERSETUJUAN

BANGUNAN GEDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasi l  pekerjaan konstruksi yang

menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian a t a u  seluruhnya berada
di a l a s  d a n / a t a u  didalam tanah dan/atau air, yang bcrfungsi sebagai
tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunianatau tempat
tinggal, kegiatan keagarnaan, kegiatan usaha, kegiatan s o s i a l ,  budaya,

maupun kegiatan khusus.
2. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah

perizinan y a n g  diberikan kepada  pemi l ik  Bangunan G e d u n g  u n t u k
membangun barn, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat
Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

3. Scrtifikat Laik  Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkatSLF
adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan
kclaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

4. Surat Bukti  Kepemilikan Bangunan Gedung yang sclanjutnya disingkat
SBKBG adalah surat tanda bukti hak  atas status kepemilikan Bangunan
Gedung.

5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembcrian izin tertcntu yang
khusus disediakan dan/a tau  diberikan oleh Pcmerintah Daerah u n t u k
kepentingan orang pribadi atau Badan.

6. Pcrizinan Tertentu adalah kegiatan tertcntu Pemerintah Dacrah da lam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan
untuk pcmbinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang ,  s c r t a  penggunaan s u m b e r  d a y a  a l a m ,  barang ,
prasarana, sarana a tau  fasilitas tertentu guna mclindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
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7. Surat Ketetapan Rctribusi Dacrah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah

surat kactapan rctribusi yang mencntukan bcsarnya jumlah pokok rctribusi
yang terutang.

8. Surat Tagihan Rctribusi Dacrah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
surat untuk  melakukan tagihan retribusi dan/atau sanski administrasi
berupa bunga dan/atau denda.

9. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya discbut Pcnilik adalah orang
perscorangan yang memiliki kompctcnsi dan diberi tugas oleh pcmerintah
pusat atau Pemerintah Daerah sesuai d e n g a n  kew•enangannya untuk
melakukan inspeksi tcrhadap penyclenggaraan Bangunan Gcdung.

10. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kcicngkapan di
dalam d a n  d i  l u a r  Bangunan Gedung yang mcndukung pemenuhan
tcrselenggaranya fungsi Bangunnn Gedung.

11. liari adalah hari kcrjn.
12. Dacrah adalah Kabupaten Morowali.
13. Pernerintah D a e r a h  a d a l a h  B u p a t i  scbagai  u n s u r  penyclenggara

Pcmcrintahan Daerah yang mcmimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang mcnjadi kewenangan daerah otonom;

14. Bupati adalah Bupati Morowali.
15. Dcw•an Pcrwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dcw•an Pcrw•akilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali.

BAB 11
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2
Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG d a n
pencrbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 3
(1) Objek Rctribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pencrbitan

PBG dan SLF.
(2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud p a d a  a y a t  ( 1 )  meliputi

kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG,
inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan

plakat SLF.

(3) Pcncrbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:

a. pembangunan baru;

b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan bclum mcmiliki PBG

dan/atau SLF;

. . . i . m m a r s a l a n e r • • • • • • + , • • • •
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c. PBG perubahan untuk:

1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
3. perubahan luas Bangunan Gedung;
4. perubahan tampak Bangunan Gcdung;
5. perubahan spcsifikasi dan  dimensi k o m p o n c n  p a d a  Bangunan

Gedung y a n g  mempengaruhi  a s p c k  kesclamatan d a n / a t a u

kesehatan;

6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang

atau berat;

7. perl indungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar

budaya; atau

8. perbaikan Bangunan Gedung yang t c r l e tak  d i  kawasan  cagar

budaya.

(4) PBG perubahan t idak  diperlukan u n t u k  pekerjaan pemeliharaan d a n

pekerjaan perawatan.

(5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat,

Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 4
(1) Sub jek  retribusi PBG adalah setiap orang pribadi a tau badan yang

memperoleh PBG dan SLF.

(2) Wa j i b  Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi, adalah
orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi PBG.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5
Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6
(I) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara

tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi
PBG.

(2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan
biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.

Scanned with CamScanner



5

(3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tcrdiri
atas:

a. Indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tcrtinggi untuk Bangunan
Gcdung; atau

b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gcdung untuk Prasarana
Bangunan Gcdung.

(4) Formula scbagaimana dimaksud pada ayat (2) tcrdiri atas formula untuk:

a. Bangunan Gedung; dan
b. Prasarana Bangunan Gcdung.

(5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Luas Total Lantai;
b. Indeks Terintegrasi; dan
c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

(6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
a. Volume;
b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

(I)

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 7
Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan
pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan
SLF.

(2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF,
inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya
dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

(I)

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 8
Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan
pemcriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
a. Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas
Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar
Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi ( I t )
dikalikan lndcks Bangunan Gedung Terbangun (lbg) atau dengan
TU M U  s:

LLt x (Ilo x SIIST) x It x Ibg
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b. Prasarana Bangunan Gcdung
Tarif rctribusi P13O untuk  Prasarana Bangunan Gcdung dihitung
berdasarkan Volume (V) dikalikan Indcks Prasarana Bangunan Gcdung
(I) dikalikan Indeks Bangunan Gcdung Tcrbangun (lbg) dikalikan harga
satuan rctribusi prasarana bangunan gcdung (HSphp) atau dengan
rumus:

VxIxlbgxHSpbg

(2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat  (1 )  dihitung
berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dan bobot parameter
(bp) dikalikan indcks parameter (Ip) dikalikan faktor kcpcmilikan (Fm) atau
dengan rumus:

IfxE(bpxIp)xFm

(3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksudpada
ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9
(I) Tar i f  retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8  ditinjau paling

lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan t a r i f  retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada aya t  (1)

dilakukan dengan mcmperhatikan i ndcks  ha rga  d a n  perkembangan
perekonomian.

BAB VII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pembayaran Retribusi PBG

Pasal 10

(1) Retribusi PBG dipungut di wilayah Daerah.
(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi PBG terutang

dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11
(1) Pembayaran rctribusi PBG dilakukan sekaligus atau tunas sejak SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan ditcrbitkan.
(2) Pembayaran rctribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
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(3) Hasil pencrimaan rctribusi PBG disetor kc Kas Daerah melalui Bcndahara
Khusus Pcncrima Dinas paling lambat 1 (satu) Hari.

(4) Bcntuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran, serta tata
cara pcmbayaran ditctapkan dcngan Pcraturan Bupati.

Bagian Kcdua
Penagihan Retribusi PBG

Pasal 12
(1) Pcnagihan rctribusi PBG yang tcrutang menggunakan STRD dan didahului

dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
(2) Surat teguran a tau  surat  peringatan a tau  surat  la in  yang sejenis

sebagaiawal tindakan penagihan rctribusi PBG diterbitkan 7  (tujuh) hari
sejak jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat
peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus
melunasi rctribusi yang terutang.

(4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis
Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat
yang ditunjuk.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13
Dalam hal  wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua person) setiap
bulan dan retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

BAB IX
KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 14
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kedaluarsa setelah

mclampaui jangka waktu 3  (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang
retribusi.

(2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila
a. diterbitkan Surat Teguran, atau
b. ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi langsung maupun

tidak langsung.
(3) Dalam hal ini diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2)

huruf a, kcdaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat
tcguran tcrsebut.

(4) Pcngakuan utang rctribusi sccara langung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kcsadarannya menyatakan masih
mcmpunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Dacrah.
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(5) Pcngakuan utang rctribusi sccara tidak langsung scbagaimana dimaksud
pada ayat (2) huni f  b dapat diketahui dari pcngajuan permohonan angsuran
atau pcnundaan pcmbayaran d a n  permohonan kcbcratan o l ch  Wa j i b
Rctribusi.

Pasal 15
(1) Piutang Rctribusi yang t idak mungkin ditagih lag i  karcna h a k  u n t u k

mclakukan pcnagihan sudah kcdaluarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati mcnctaplcan Kcputusan Pcnghapusan Rct r ibus i  y a n g  s u d a h

kcdaluarsa scbagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketcntuan lcbih lanjut mcngcnai tats cara pcnghapusan piutang rctribusi

yang sudah kedaluarsa diatur dengan Pcraturan Bupati.
BAB X

INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 16

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas
dasar pencapaian kinerja tertentu

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupat i  sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB XI
PENYI DI ICAN

Pasal 17
(1) Pcjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan t indak
pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri
sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan, d a n  meneli t i  keterangan a t a u

laporan berkenaan dengan t indak pidana d i  bidang Retribusi aga r
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

b. meneliti, mencari, d a n  mengumpulkan keterangan mengenai o rang
pribadi a tau  Badan tentang kebenaran perbuatan yang  di lakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukt i  dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang rctribusi;

c. melakukan penggeledahaan u n t u k  mendapatkan b a h a n  b u k t i
pembukuan, pencatatan, dan dolcumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

1. meminta bantuan tenaga a h l i  da lam rangka  pelaksanaan t u g a s
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
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g. menyuruh berbenti clan/ atau mclarang scscorang meninggalkan ruangan
atnu tcmpnt pada sant pcmcriksaan sedang bcrlangsung clan memeriksa
identitas orang, benda, clan/ atnu dokumcn yang dibawa;

h. mcmotrct scscorang yang berkaitan dengan tindak pidana Rctribusi;
I  mcmanggil orang untuk diclengar kcternngnnnyn clan diperiksa scbagni

tcrsangka atau snksi;
j. menghetilcan penyidikan; dart/ Watt
k. mclakukan tincinknn lain yang perlu untuk kelancninn pvtiviclik;in tindak

pidana d i  bidnng Retribusi scsuni dengan k e  en ua n peraturan
perundang-undangnn.

(4) Pcnyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampailcan basil pcnyidikannya kcpada Pcnuntut Umum
melalui Pcnyidik pejabat Polisi Ncgara Republik Indonesia, scsuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang 1-lukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kcwajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak
atau kurang dibayar.
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara

(1)

(2)
(3)

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19
Pada saat Peraturan Daerah in i  berlaku, Retribusi terutang berdasarkan
Peraturan Daerah mengenai Retribusi Perizinan Tertentu masih dapat ditagih
selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

Pasal 20
(1) Pclayanan Iz in Mendirikan Bangunan dan/atau Persetujuan Bangunan

Gedung selama masa transisi sebelum Sistem Informasi Manajemen
Bangunan Gedung terintegrasi digunakan dalam penerbitan PBG balk untuk
kepentingan berusaha maupun n o n  berusaha masih menggunakan
perhitungan retribusi Peraturan Daerah sebelumnya.

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan atas dasar
untuk kepentingan berusaha maupun non berusaha agar tetap pelayanan
terlaksana dengan balk.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Pada Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. Ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Patin! 7, dan Pasal 8 Pcraturan Daerah

Kabupaten Morowali Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan
tcrtentu (Lembaran Dacrah Kabupaten Morowali Tabun 2012 Nomor 04,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0172). Dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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b. Pcraturan Dacrali Nomor 15 Tahun 2017 tcntang Izin Mcndirikan Bangunan
(Lembaran Dacrah Kabupatcn Morowali Tahun 2017 Nomor 015, Tambahan
lembaran Dacrah Kabupatcn Morowali Nomor 0229).

Pasal 22

(1) Pcraturan Pelaksanaan dari Pcraturan Dacrah ini harus ditctapkan paling
lama 6 (cnam) bulan tcrhitunng scjak Pcraturan Dacrah ini diundangkan.

(2) Pclaksanaan kctcntuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olch
Dinas yang mcmbidangi tugas dan fungsi koordinator pendapatan daerah.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar set iap o r a n g  d a p a t  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan D a e r a h  i n i  dengan penempatannya d a l a m  Lembaran D a e r a h
Kabupaten Morowali.

*

Diundangkan di Bungku
pada r i o v a A s i b a r

KABUPATEN MOROWALI,

•.)

'> L? pNelp-

pkan di Bungku

ggal AVL°1,  3. 1Iatitxlr 21"2-1 O

IM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021 NOMOR 0 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 94 .  l5 0.02.1
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PENJELASAN
ATAS

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
NOMOR ig...TAI-IUN 2021

TENTANG
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 3  Tahun 2014  tcntang
Pemerintahan Daerah sebagaimana tclah diubah beberapa kali tcrakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2020  tentang Cipta Kerja, •
penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten mcrupakan bagian dari
urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan pcnataan ruang yang
merupakan kewcnangan pemerintah Kabupaten.

Penyelenggaraan layanan PBG sebagaimana diamanatkan dalam
ketentuan penutup dalam Pasal 347 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2021 tentang Perubahan ketentuan mengenai IMB menjadi PBG
tersebut hams ditindaldanjuti oleh pemerintah daerah melalui penyediaan
layanan PBG sejak Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 202 lditetapkan.

Pelaksanaan pajak daerah dan retribusi daerah di daerah harus
diatur dan ditetapkan dalam perda, sebagaimana tercantum dalam pasal 95
dan 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta pasal 286 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 2 3  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh daerah
akan menjadi payung hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi yang
berlaku dalam daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2 .
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jclas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Scanned with CamScanner
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Pasal 8
Cukup jclas

Pasal 9
Cukup jclas

Pasal 10
Cukup jclas

Pasal 11
Cukup jclas

Pasal 12
Cukup jclas

Pasal 13
Cukup jclas

Pasal 14
Cukup jclas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jclas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 0/1341
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Farad
ladets
Fans{

(II)
klmilikasl

Robot
Parameter

(bp)
Parameter

ledeks
Parameter

(IP)

Malta 0,7 Kompleisitas 0.3 a  Sedertmea
b. TIdak
Sederbaaa

I

2

Usaha
(USIKNI.
Pretadpe)

0.5 Pellall itella 0.2 a  Nem
Penman

b. Pmnaamo

1
2

I Mak.

a < 1 0 0 m '
dan <2
Lamm

0,15

Ketiaggiaa 0,5 11tettgikatITabel
I.:Derain Jamlab

Laatal

•ptleagikatl
Tabel

Koetklea
Jamb&
Laatai

b. >100 ml
daa >2
LIMA

0,17

Keagantala 0

Furrjesi Mamas 1

Sasial Malaya 0.) Faktor KepemlUkan (I'm) a  Negara 0
b. Peroraagad

! M a e  'kasha
1

Ganda/
Campers'

a Imas <500
m2 dan .Q 0,6

F o n d
'seek
Fond

(II)
Khilinked

Robot
Panatela'

(bP)
Parameter

'Meta
Parameter

(IP)

Imam
b. lams

>500 tal
dam >2
habil

0,0

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI P E R S E T U J U A N  B A N G U N A N
GEDUNG

BANGUNAN GEDUNG
A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SI-IST)

SHST diperoleh secara tcrsistcmasi mclalui aplikasi Pcrhitungan Standar
Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kcmcntcrian Pckerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat dan ditctapkan scbesar Rp...

B. Indeks Lokalitas (Ho)
llo ditetapkan sebesar ...% (...persen) (paling tinggi 0,5%)

c.Indeks Terintegrasi (It)
Tabel Indeks Terintegrasi (It)
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/nmlahl/Mbli /Perkier lumlah
I WM

Ihrcmcm 3 lam• 4 In) 1.191 4 0,110
Itaumarn 1 lams 1191
'lawmen 2 Ism 1)99
n a C I T I C I I  I  l a m 1.197

1 1
2 1,090
.1 1,120
4 1,135
5 1,162
6 1.197
7 1)36

8 1,265
9 1.299

10 1.133

11 1,364

12 1,393

13 1420

14 1,445

15 1,168

16 1.489

17 1,501

I I 1,525

Jumlah lantai
Koefisica Jumlah

LaMai

19 1,541

20 1,556

21 1,570

22 1,584

23 1,597

24 1,610

25 1,622

26 1.634

27 1.615

21 1,656

29 1.666

30 1.676

Jumlah
lantai

Knefitlen lumbh
'Antal

I I 1,686
32 1,691

31 1,711

14 1.711

35 1,7/2

16 1,710

37 1,734

38 1,746

39 1,734

40 1,761

41 1.768

42 1,775

43 1,782

44 1.719

45 1,795

46 1,801

47 1.107

41 1.815

49 1,118

50 1,821

51 1,828

S2 1,833

Jumlah
Laalai

Kea sian Jumlah
Lamm

53 1,817

54 1,441

55 1,845

56 1,14-19

57 1,153

58 1.856

39 1,159

60 1,162

604(0 ' A l t  0,003 (a)

Tabel Koefisien Jumlah hantai

Keterangan:
Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai
atau lapis basemen pada bangunan gedung;
Diatas 3 lapis basemen, kocfisien ditambalikan 0,1 setiap lapisnya;
Diatas 60 lantai, kocfisicn ditambahkan 0,003 setiap lantainya;

Koefisien Ketinggian 13G
(); (1.I.i x KIJ) + (1.111x KB))

(); ILI 4 ELM)
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b. Bcrat 0,45 x 50% = 0,225
0,65 x 50% = 0,325

Pclestarian/Pcmugaran
a. Pratama 0,65 x 50% = 0,325
b. Madya 0,45 x 50% = 0,225
c. Utama 030 x 50% = 0,150

LLi :  Luas Lantai kc-i
KL :  Kocfisicn jumlah Iantai
LBi :  Luas Basemen ke-i
KBi :  Koefisien Jumlah lapis

D.Indeks Bangunan Gcdung Tcrbangun (lbg)
Tabcl Indeks BG Tcrban un (lb

Scanned with CamScanner



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

NC) JENIS PRASARANA BANGUNAN

11ARGA SATUAN
RETRIBUSI

PRASARANA
(HSr )

INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)

PEN1BANGUNANBARU
RUSAK BERAT/PEKERJAAN
KONSTRUKSI SEBESAR 65%
DART BANGUNAN GEDUNG

RUSAK SEDANG/PEKERJAAN
KONSTRUKSI SEBESAR 45% DART

BANGUNAN GEDUNG
I 2 -1 3 4 5 6 7

i.

Konstruksi

pembatas'pcnahan'

pcngaman

Pagar Rp.3.834.800 / M2 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225
Tanggultvarifaining Rp. 1.948.520 / M2 1,00 0.65 x50% = 0,325 0,45 x50% - 0.225

kaTxu0Sgbilgit Rp/ m 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% - 0,225

2. Konstrukskeda naasuk Gapura Rp. 700.000 / M2 1,00 0,65 x50% - 0,325 0,45 x50% = 0,225
Gerbang Rp. 700.0001 M2 1,00 0,65 x50% •. 0,325 0,45 x50% .• 0,225

3. Konstruksi perkerasan

Jalan Rp. 705.600 / M2 1,00 0,65 x50% .. 0,325 0,45 x50% .• 0,225

Lapangan upacara Rp. 650.000 / M2 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% - 0,225

LaPanigutfiraga Rp. 650.000 / M2 1,00 0,65 x50% - 0,325 0,45 x50% = 0,225

4. Konstruksi Dro,grasan aspal, Rp/ m  2 1,00 0,65 x50%= 0,325 0,45 x50%= 0,225

5 Konstrgtilg.tpfurkrasan Rp/ m  2 1,00 0,65 x50% - 0.325 0,45 x50°,6= 0,225

6 . Konstruksi penghubung Jcmbatan Rp. 20.762.333 / M2 1,00 0,65 x50%= 0,325 0,45 x50%.. 0.225
Box culvert Rp/ m  2 1,00 0.65 x50% • 0,325 0,45 x50% = 0.225

7. Konstruksi pcnghubung
(jembatan antar gedung) Rp. 20.762.333 / M2 400 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% - 0,225

8.
Konstruksi pcnghubung
(jembatan penyebrangan

orang'barang)
Rp. 20.762.333 / M2 1,00 0,65 x50% - 0,325 0,45 x50% - 0,225

9.
Konstruksi pcnghubung
(jembatan bawah tanah/

Underpass
Rp/ m  2 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50°'• - 0,225

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedun d a n  Indeks Prasarana Bant7tlnan Gedun

Scanned with CamScanner
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N JENIS
PRASARANA

BANGUNAN
HARGA SATURN

RETRIBUSI
PRASARANA (11SrsG)

1NDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)

PEN1BANGUNAN
BARU

BERAT/PEKEFtJAAN
KONSTRUKSI S E B E S A R  6 5 %
DARI BANGUNAN GEDUNG

RUSAK SEDANG/PEKERJAAN
KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI

BANGUNAN GEDUNG

1 1 R U S A K

2 3 4 5 6 7

10 Konsrul3i kolam'
reservoir bawah mash

Kolam renang Rp . 3.750.000 / M2 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225

Kolam pengolahan
air

reservoir di bawah
tanah

Rp . 3.500.000 / M2 1,00 0,65 x50% = 0,325 0.45 x50% = 0.225

111
Konstrul3i septic

torsi, sus=
resapan

Rp . 3.000.000 /1‘12 1,00 0,65 x506/0-. 0.325 0,45 x50% = 0,225

1 2 Konstruksi menara Menara reservoir Rp. 2.500.000 / M2 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225

Cerobong Rp/ 5 m 2 1,00 0,65 x50%= 0,325 0,45 x50% = 0.225
13. Konstniksi menara air Rp. 2.500.000 / M2 1,00 0,65 x50% - 0,325 0.45 x50% = 0.225

14. Konstruksi monumen

Tugu Rp. 2.000.000 1,00 0.65 x50%= 0,325 0.45 x504',i, = 0,225
Patung Rp. 2.500.000 / M2 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = O.225

Di dalam persil Rp. 2.750.000 / M2 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0.225

Di luar persil Rp. 2.750.000 / M2 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% — 0,225

15. instakscrgrudiUslistrilt

Irmalati Iistrik Rp. 450.000 / M2 1,00 0,65 x50% =0,325 0,45 x50% = 0,225

Instalasi
telepon/komunikasi Rp. 500.000.00 / M2 I,00 0,65 x50% .- 0,325 0,45 x50% .• O,225
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NO JEN1S PRASARANA BANGUNAN

HARGA SATUAN
RETRIBUSI PRASARANAPEMBANGUNAN

(IISrec)

INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)

BARU

RUSAK
BERAT/PEKERJAAN

KONSTRUKSI SEBESAR
65% DARI BANGUNAN

GEDUNG

RUSAK
SEDANG/PEKERJAAN

KONSTRUKSI SEBESAR
45% DARI BANGUNAN

GEDUNG

I 2 3 4 5 6 7

Instalasi pcngolahan

Rp/ U n i t
(luas maksimum 10 m2. apabila

ada penambahan luas unit,
dikcnakan biaya tambahan Rp.

1.250.000 /m2)

1,00 0,65 x50% = 0.325 0,45 x50% = 0.225

16.

Konstruksi reklame/papan

narna

Billboard papan iklan Rp. 1.000.000 / M2 1,00 0,65 x50% -  0,325 0,45 x.50% = 0,225

Papan nama (berdiri
sendiri atau berupa

tcmbok pagar)
Rp. 1.610.0001 M2 1,00 0,65 x50%= 0,325 0,45 x50%= 0,225

17. Fondasi mcsin (diluar
bangunan) Rp. 2.000.000 / M2 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225

18. Konstruksi menara televisi

Rp. 200.000.000/Unit
(tinggi maksimal 100 m, apabila

ada penambahan ketinggian,
dihitung kclipatannya)

1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225

19.

Konstruksi antcna radio 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0.225

1)5mnd:rig tower
dengan konstruksi 3-4

kaki:

Ketinggian 25-50 m Rp. 25.000.000/unit 1,00 0,65 x50% .. 0,325 0,45 x50% = 0,225
Kctinggian 51-75 m Rp. 51.000.000/unit 1,00 0,65 x50%= 0,325 0,45 x50%= 0,225
Kctinggian 76.100 m Rp. 76.000.000/unit 1,00 0,65 x50% -  0,325 0.45 x50% = 0,225
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NO JENIS PRASARANA BANGUNAN

HARGA SATUAN
RETRIBUSI

PRASARANA (IlSraci

INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)

PENIBANGUNAN
BARU

RUSAK BERAT/PEKERJAAN
KONSTRUKSI SEBESAR 65%
DART BANGUNAN GEDUNG

RUSAK
SEDANG/PEKERJAAN

KONSTRUKSI SEBESAR 45%
DART BANGUNAN GEDUNG

I ,.. 3 4 5 6 7

Keting,gian 101-125 m Rp.101.000.000'unit 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225

Ketinggian 126-150 m Rp.126.000.000!un it 1,00 0,65 x50% = 0,325 0.45 x50% = 0.225

Ketinggian diatas 150 m Rp.150.000.000/unit 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0.225

2) Sistem guy wire- bentane
kmwat:

Ketinggian 0-50 in Rp.10.000.000/unit 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0.225

Ketinacian 51-75 m Rp10.200.000/unit 1,00 0,65 x50%= 0,325 0,45 x50% = 0:_25

Ketinecian 76-100 m Rp.15.200.000.'unit 1,00 0,65 x50% = 0.325 0,45 x50% = O.225

Ketinggian diatas 100 m Rp.20.000.000!unit 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0.225

20. Konstruksi anima (taxer
telekomunikasi)

Menara bersama
a) Ketir.zzian kurang dari

- 2 5  m Rp. 6.250.000/unit 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50°-o = 0.223

b) Ketinggian 25-50 m Rp.12.500.000/unit 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0.225

c) Ketinggian diatas 50 ITI Rp.15.000.000/unit 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0.225

Menara mandiri
a) Ketinggian kurang dari 25

m Rp. 6.250.000/unit 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225

b) Ketinggian 25-50 m Rp. 12.500.000/unit 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0.225

c) Ketinggian diatas 50 in Rp. 15.000.000/unit 1,00 0,65 x50% = 0,325 0.45 x50° a = 0.225

-)). Tangki Lamm bahan bakar Rp. 25.000.000/unit 1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50°0= 0.225
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••••• Pekerjaan cL^airuse ( d a l =  peri l ) 1) Saluran I  R p .  1.926.360 / N13

2) Kolam tampung R p .  900.000 / M2

Konstruksi
23. Rp. 45.000.000!m3

Silo

JENIS PRASARANA
NO

BANGUNAN
HARGA SATUAN

RETRIBUSI
PRASARANA

(UUSvsc▶

1NDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)

PEMBANGUNAN
BARU

RUSAK BERAT/PEKERJAAN
KONSTRUKSI SEBESAR 65%
DARI BANGUNAN GEDUNG

RUSAK
SEDANG/PEKERJAAN

KONSTRUKSI SEBESAR 45%
DARI BANGUNAN GEDUNG

3 4 5 6 7

1,00 0,65 x50% = 0,323 0,45 x50% = 0,225

1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x50% = 0,225

1,00 0,65 x50% = 0,325 0,45 x.50% = 0,225

Keterangan:
1.RB = R u s a k  Berat
2.RS = R u s a k  Sedang
3.Jenis k o n s t r u k s i  bangunan  la innya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.
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